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rffectiveness a[n athletic construction system very depend on planning system and
l"i"t"n.. of rule of law. In the meaning that planning a system represent an process draw
i"iiinor to be done when to come to reach a[n target which have been specified by relate

,i Liiriing fringe. Therefore, rule of law will very is influencing of matured athletic

;cvelooment sYstem design.
firf.,it law in athletic development ought to be viewed as by an appliance able to assist

ai Aevetopment organizer to bei:ome more utilizable in executing duty and its function.

nufu of law.can aslist attainment of target or goals morally economic, on schedule and

giu, opportunity to be more is easy to controlled and monitored in its execution

Latar Belakang

Apa yang dapat dikenang dari dunia. olahraga Indonesia dewasa ini? Sebagaimana

Oii<etjnui-Uahwa sedikit prestasi yang bisa dibanggakan. Satu hal yang justru patut kita

orifratintan adalah makin merebaknya berbagai aksi kerusuhan dan tindakan-tindakan

,,.ng dapat digolongkan sebagai tindakan kriminal yang mewarnai perkembangan

olahraga di Indonesia.
Banyak catatan yang dapat kita peroleh dari berbagai media atas macam peristiwa

tersebut diantaranya yairg dapat dikategorikan luar biasa yaitu (1) perusakan stadion dan
fasilitas pendukung disekitar tempat penyelenggaraan pertandingan; (2) perusakan
sarana-sarana umum oleh supporter dalam perjalan pulang; (3)perkelaian. pemain dan
official di lapangan; (4)pengeroyokan wasit atau yuri yqng memimpin pertandingan atau
perlombaanl (qt<eteriibatan pelaku olahraga dalam tindak kriminal; (6)pengalih fungsian
iasilitas olahraga menjadi sarana bisnis; (7)terganggunya kompetisi karena minimnya
dana; (8)meninggalnya atlet ketika mengikuti kompetisi.

fjeOerafi caiatan tersebut di atas merupakan sebagian kecil dari peristiwa-
peristiwa yang menodai perjalanan perkembangan dunia olahraga Indonesia yang masih
berusaha'unluk mencaii llti Oirinya, sehingga membuat banyak pihak prihatin dan
mengelus dada atas peristiwa-peristiwa tersebut. Selama persoalan yang mendasari hal-
hd tlrsebut tidak dik;ji dan diatasi, dikhawatirkan perkembangan olahraga akan banyak
mengalami tantangan dan hambatan.

Sejauh ini analisis tentang peristiwa-peristiwa tersebut pada umumnya selalu
didekati diri segi eksternal sebagii masalah sosial, yang berada di luar olahraga. Untuk
itu perlu diinven-tarisir masalah-masalah yang menghambat pembangunan keolahragaan,
agar kegiatan olahraga di Indonesia benar-benar dapat dijadikan wahana dalam
rnembangun bangsa y-ang sehat dan kuat baik jasmani maupun rohani serta mampu
mengelai ketertinggalin d1ari negara-negara lain. Masalah-masalah yang dihadapi dunia
orahraga di Indonesia dewasa ini, yaitu:
1. Beium optimalnya kemauan politik (political will) pemerintah dalam menangani

olahraga. Hal ini ditandaiantara.lain: belum adanya sinkronisasi dari lembaga-lembaga
yang menangani olahraga, keterbatasan dana, ambivalensi dalam penanganan atlet-
atlet nasional (PAL dan PEISTNAS).
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Sistem pembinaan belum terarah' Kurangnya keterpaduan dan k

;;;il ; il ; n p.' ni n-r" n. . pe $j!*I -f:1T' ^::?,, ^A:*':gi "::ll3ffii;#;i;yffi"fienai ri"gi"tan pemasalan, pembibitan, dan peningkatan

.5ntg;ituatu sistem yang saling kait-mengkait'
Lemah nya ku alitas si muier a"i' m anusii',1,9 19 1y:^ I{f:ff]*'l^*:

ffi i;:i'ffi;;;;;.d"hnvi p"rr,atiin. terhadap lembasa-lembasa tersebut,
data tentang atlet, pelatih, prestasi olanraga' ^^rara {aoil

ffi::ffi"ffi;riir;"i;"haman dan penerapan pendidikan jasmani dan
rerutam a di sekot ai'," t"tirt u" nvat<.'d il.u mp;i p:l?ll?1?T-I1l1n L"l:lfl:1 .
j'""#fii' r;fiffiild;i q";l p"ninsix"ti n prestasi_ olah ras a. Padahal
pendidikan ;"r*"ni' l"i'uout . qi:fln^,1:11 

"fi:?f,i';L":'j1*,

8 .

ekstrakurikuler.

Lingkup Kajian Hukum Olahraga .r .  --r--- h
sebelum t";;;;Uh;i o"ii tuout pandang t1l1lt'T^:la11ig3 lTil

,"""r"i-"#5::H':'#= ["j"ri""-tinorx"i yang' melanggar hak asasi manusia,

Oir"*p"if"n definisihukum olahraga.s"?193f:lll{rr,^^,,-/r. ^o.t1?\. .Snod Law

oi"p"rt, 
", 

wrtt 
"iitii 

i"rr"" arising out of those y:1" activities.

2. sedanskan R*dk; ;errvJ"r'"'i b"!yg iig,::Yfl:gl ::1p3;?g:Tft

li|ffiil'r: ;H;fi fendiduian jasmani di tuar sekolah merupakan indicator

menunjukkan rendahnya kualitas' ^ ,!-,:,--- T:^^^i Arar-.rana can.rri Farzrr*^.'#;*'iliil;iilil;iln 
uumo"ga pendidikan ringgi otahraga, seperti Fakultas

Keolahragarn,.lur,lr-"npunOiOiltin.olahrasa,g{:^se.Tf:^}"9:11"tl:::-lro
3il,iffi;ffi ; #;;;i ;' + i l : l* u ke o I a hri s i Ti' r: i ::TI: I ::':?,'fil*'
Le m a h n ya p e ra n i; ;;;;lB i J i n s I e pl i li 11, I a ::: fl'*::s-T"?l?l'?:1 "Hl

?ffi;;Hfi';;;1.," dan prasarana. ricar< seimbangnya antara fasiritas densi
penssuna, keaoa,anfni r"uin olq"'p1',11-1"^1s'L1*:1" ?!!Jiigf'',11;il:n"g1l
Klii"',]''p"Tilnfiaian tasiriias' otahrasal ,.Karena lerbatasnva fasilitas,

berdampak p"a" tl,riinv" tu*'nt"*!1?-f3litas tersebnul-:lhf1 
** 5:

;: ffi :'5i1?#;ildii; ; i " " 1;i g' : *:f I i : : ̂ Tff *'"? H, "o ili #e m a d ai
fasilitas tertentu, p*d;fi nva .harus mem bavar tigili:\:t ^9"';o n n,,

!:ffiiffi 05il';0""n irestasi dapat di sekolah dapat dilakukan densan

?:titrflffii t"i,lllft, panasiotopouror oaLm vade Mecum(2o00.2121 sport Law'rs
kind of taw wniJi i"tiilii""t tn, rr"i"*o* of tegat *!t!::.:,!!:t devetop in the i

ffi?:3:1ur'l=r",iiun memifi*i aturan v"ng dit"rima.sebasai suatu aturan valid

satu permainan atau perbandingan piutliti' Fungsi *"t:'i1l,i:i' 
J:,tii:' *A

;:H"K[ffi#:i.#,;;iF'g:o';;s terus menerus mensawasi merarui aturan dan

putusan sanksi jika aturan ditanggar, y'"ig;*"t'_!:1y.-gdnian secara jelas dialarnt

oreh peserta yans *;rft;i;;ff*' i;P\.,::l,f:*'g:t *g-*;;33:ffi1 H5!
;:'l' fiil'l''C"?m'"ir,-;;"berpartisipasi, r'ewalinan dan hak keangsotaan
terdef inisikan. Perma'liJn* i"'"i'n u['f p'i Yry 1 ̂ :91 * ^Sy:j'3*'f :'
:1[,,fiil'ilffir"[.'j| aptikasi dan evaluasi dari norma-norma menurut keadilan

orahraga daniuga nrf.i"J:a""v" q"lqT lryI-YIY T3ni'i:f ;::ll?nfi:1it138fi.,"3:*1t'i liil:ilruilf ffiil no*"-no"na orahrasa, ini berarti undatre-i
undang, perintah dan perituran-peraturan klub O"n asoia.i"ot"ttt"ga' Jika. hak-halt

personar, hak-hak i"in lL, uahkin hak+at< iemanuri""n'liLia;r,"b;Fngka* disini

me m e rl uka n pe rta ns s u nsj awa b an'u"ii ti' ors,a1t# ;'-*i:, iG',:*f { *:;11illl
ilr:r";fs'v1;;'*iig;iil;:-_1;,1T.s; riemiriki ranssuns jawab rTretrnta
pertanggungjawaban iriri;r. pihak raiiiia. ohr,rrg, irg;-;"igeiluangran oeFla

yang dihubungkan i,"0, O."Vlf Uagian i"r"ry"r.f?t*.1"" n"*intaan-untuk spod

for aldidukung oteh organisasi-organittti Jil'"gt' r-"Up' dari pada arahan o1grhn1a'

ffi tit"r nfuration anf, spott
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^danya saling hubungan antara olahraga dan hukum, yurisdiksi dan ilmu hukum harus
Jitinri O"tt* hubungan antara olahraga dan hukum dalam arti luas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas hukum olahraga dapat diartikan sebagai
r.rrkutTl yang berhubungan erat dengan masalah-masalah' tatanan dalam aktivitas
')li^o^,. Jadi kajian hukum olahraga dalam masyarakat akan mempersatukan hal-hal
Jrro olnting dalam tatanan sosial kemasyarakatan yang berhubungan dengan olahraga.
'" '- '  Adapun lingkup kajian hukum olahraga diungkapkan oleh Dimitros
oanaoiotopoulos dalam Vade Mecum (2000:216) yaitu hak kebebasan untuk berpartisipasi
,rln fiUenasan mengembangkan kepribadian, kaitan antara aktivitas olahraga, olahraga
lilfessional, doping sebagai tindakan kriminal dalam olahraga, olahraga kompetisi dan
ieimasalahannya yang menyangkut institusi dan orang-orang yang terl ibat di dalamnya.

blrdasarkan definisi dan lingkup kajian tersebut di atas, dapat dibedakan dua wilayah
rtudi nrt rt olahraga Yaitu:
i. StrOi tentang hukum olahraga

diteraPkan Pada olahraga Yaitu
dengan disiPlin olahraga.

sebagai kumpulan dari hukum-hukum yang dapat
aturan-aturan dan hukum olahraga, yang dikatkan

2. Studitentang proses sosial dilam olahraga, seperti interrelasi antar atlet, atlet dengan
pelatih, juga situasi-situasi yang dibentuk oleh penonton, media masa, l ingkungan
masyarakat sekitar yang dapat menimbulkan dampak sosial terhadap kegiatan di
dalamnYa'

Peranan Pemerintah Daerah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan

pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom dinyatakan bahwa
kewenangan pemerintah pusat dalam bidang olahraga adalah sebagai berikut:

1. Pemberian dukungan untuk pembangunan sarana dan prasarana
2. Penetapan pedoman pemberdayaan masyarakat olahraga; dan
3. Penetapan kebijakan dalam penentuan kegiatan-kegiatan olahraga

nasional/internacional.
Untuk itu, pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan

dalam pembangunan olahraga di wilayahldaerahnya sesuai dengan-kewenangannya,
tanpa mengabaikan kebijakan pembangunan olahraga secara nasional.

Agar dalam merumuskan kebijakan pembangunan olahraga dapat dilakukan
dengan baik, mqka perlu memperhatikan kondisi dan potensi daerah yang ada.
Khususnya dalam pembinaan olahraga prestasi harus dilakukan kajian dengan cermat.
Estela kebijakan pembangunan olahraga dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah
menggali dan menggalang potensi di daerah/masyarakat agar pembinaan olahraga
tersebut secara operacionaldapat dilakukan dengan baik.

Pembangunan olahraga bukan hanya tanggung jawab insan-insan olahraga, tetapi
juga merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pembangunan olahraga
bukan hanya tanggung jawab pelatih dan atlet, melainkan tanggung jawab bangsa
lndonesia secara keseluruhan untuk itu undang-undang olahraga yang telah ditetapkan
oleh pemerintah perlu segera disosialisasikan dengan menggunakan beberapa cara dan
media.

Undang-Undang Keolah ragaan
., Ditetapkannya undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan
Nasional oleh pemerintah'pada tanggal 5 Februari 2007, dirasakan sangat tepat bagi para
pelaku olahraga di lndonesia. Mengingat pembinaan ataupun pembangunan olahraga
pada dasarnya merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai unsur yang bersifat
xoordinatif dan terpadu, maka perlu adanya pengaturan.
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Pentingnya undang-undang keolahragaan di Indonesia adalah agar
dan keefisienan pembinaan olahraga seperti yang
seperti Amerika dan Australia dapat segera terealisir.

ditunjukkan negara-negara
Dengan adanya

keolahragaan, maka diharaPkan:
1. Penanganan pembinaan olahraga akan dapat dilakukan secara

mengingat pembinaan dan pembangunan keolahragaan merupakan bagian
dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

2. Pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan pendidikan, masyarakat
lingkungan industri akan lebih mudah pengaturannya.

3. Adanya kejelasan kewenangan dalam pengaturan dan pengelolaan
olahraga, baik melalui pemasalan, pembibitan, maupun peningkatan prestasi;
makin hari mengalami perkembangan yang sangat pesat'

4. Secara umum bahwa perkembangan olahraga bersifat universaltidak dapat lepas
perkembangan olahraga internasional. Indonesia sebagai salah satu bangsa
menyadari akan pentingnya olahraga bagi kehidupan bangsa, maka dengan aOanyi
ketentuan dan peraturan yahg berupa legalitas hukum atau undang-undang akin
menjamin terlaksananya pembangunan olahraga yang didasarkan pada situasisosial
dan budaya.

S. Hampir semua lembaga maupun individu berhak, berwenang dan bebas mengurus
olahraga di Indonesia, sehingga sering terjadi tumpang tindih dan sering kali terjadi,
penghamburan dana yang sasarannya menjadikurang tepat.

6. Adanya sanksi hukum, dengan adanya undang-undang seluruh aktivitas yang
berhubungan dengan olahraga memiliki kepastian hukum yang meliputi (a)masalah
publik dan orang yang terlibat, (b)pengaruh eksternal, (c)dampak yang ditimbulkan,
(d)pengalih fungsian fasilitas.

Keefektivan suatu sistem pembinaan olahraga sangat tergantung pada sistem
perencanaan dan adanya kepastian hukum. Dalam arti bahwa perencanaan suatu sistem
merupakan suatu proses mempersiapkan hal-hal yang akan dikerjakan pada waktu yang
akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan mengacu pada
rambu-rambu yang ada. Oleh karena itu, kepastian hukum akan sangat.mempengaruhi
perencanaan sjstem pembangunan olahraga yang matang.

Kepastian hukum dalam pembangunan olahraga seharusnya dipandang sebagai
suatg alai yang dapat membantu para pengelola pembangunan untuk menjadi
berdaya guna 

-dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya. Kepdstian hukum dapat

membantu pencapaian target atau sasaran secara lebih ekonomis, tepat waktu dan
memberi peluang untuk lebih mudah dikontroldan dimonitor dalam pelaksanaannya'

Kesimpulan
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan

sebagaiberikut:
1. Fenomena-fenomena yang terjadi dalam dunia olahraga di Indonesia dapat dikaji

melalui pendekatan dari-berbagai disiplin ilmu termasuk di dalamnya hukum

2. illLlff""'ahraga akan memberikan kepastian kbpada pelaku olahraga uritulr
membuat perencanaan menjadi lebih sistematis efektif, dan efisien . ,..,t

3. Adanya perangkat hukum dalam olahraga, penerapan sanksi sebagai benrur
penOiAifan dai pembelajaran agar terjadi efek jera dapat dilaksanakan tanpa
memandang status sosialnya. 

'
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